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Abstrak
 

Pasar modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat

yang berdampak pada kemajuan ekonomi Negara. Dalam menjalankan transaksi dan aksi di pasar modal,

diperlukan dukungan dari profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki

peran dan fungsi yang cukup vital dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya yakni berkaitan

dengan pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut seorang Notaris tunduk kepada

Undang-Undang Jabatan Notaris di samping wajib pula mengikuti kaidah yang telah diatur oleh peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal. Salah satu ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK selaku lembaga yang

berwenang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan

memungut sejumlah biaya terhadap profesi penunjang pasar modal, di antaranya Notaris. Penulisan ini

meneliti kedudukan notaris selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan UU Jabatan Notaris, dan

kewenangan OJK dalam menarik pungutan dari segi UU Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan

penelitian yuridis normatif, menggunakan UU Jabatan Notaris, UU OJK, UU Pasar Modal, UU Keuangan

Negara, dan PP Pungutan OJK. Hasil analisis menggambarkan bahwa profesi penunjang pasar modal,

termasuk notaris, tidak termasuk sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan

OJK. Adapun kewenangan OJK untuk menarik pungutan adalah tepat sebagaimana disyaratkan oleh UU

Keuangan Negara. Selama ini diketahui OJK mengelola dan mengadministrasikan penerimaan yang

bersumber dari pungutan tersebut secara mandiri, dimana hal tersebut kurang tepat karena menurut UU

Keuangan Negara penerimaan tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP).

......

Capital market as one of the financial services sector these days has been growing rapidly which gives

impact to the country?s economic progress. Running the transaction and action in capital market requires the

support from capital market supporting profession as it has been ruled by Indonesian Law Number 8 Year

1995 concerning Capital Market. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and

function which is vital enough in things related to its position?s authority that is related to making the

authentic deed. To do that function, a notary obeys Indonesian Law Number 2 Year 2014 concerning

Regulation of Notary Office beside has to obey rules that have been set by legislation in the capital market

scope. One of the rules is Government Regulation Number 11 Year 2014 concerning Levies By The

Financial Service Authority. OJK as one of the institution that authorities to arrange the regulation and

supervision function into financial services sector?s activities collect some fees to capital market supporting

profession, including notary. This writing is researching the position of notary as capital market supporting
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profession based on Regulation of Notary Office and the authority of OJK to collect levies from Regulation

of State Finance's perspective. This research is a juridical normative research, using Regulation of Notary

Office, Regulation of The Financial Service Authority, Regulation of Capital Market, Regulation of State

Finance, and Government Regulation concerning Levies By The Financial Service Authority. The analysis

result says that capital market supporting profession, including notary, not included as parties who can be

subject to pay OJK levies. The authority of OJK to collect levies is right as what has been conditioned by

Regulation of State Finance. These times OJK is known to manage and administer income that comes from

those levies independently, which is not right because according to Regulation of State Finance that income

should be transferred to the country?s cash as non-tax revenue.


